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ABSTRAK

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia perkawinan dapat
dilihat dari tiga segi pandangan yaitu segi hokum, social dan agama. Demi menjaga sendi-
sendi tersebut lahir Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi
hukum perkawinan yang beragam dan kompleks di Indonesia, yang sekaligus sebagai media
untuk membumikan ajaran agama bagi pemeluknya dan menghapuskan hokum warisan
penjajah. Dari potret kehidupan di desa Mindaka kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai
wilayah peralihan budaya desa dan kota, maka pelaksanaan perkawinan yang selama ini
berjalan masih menyimpan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pencatan dan
administrasi perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan bersifat deskriptif analitis. Sebagai
sumber data, obyek penelitian ini diambil dari kasus-kasus perkawinan selama tahun 1990-
2000 yaitu ada 20 kasus perkawinan yang tidak tercatat. Adapun teknik pengumpulan
datanya menggunakan beberapa teknik antara lain studi dokumen, interview dan observasi.
Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis, dan analisa data yang digunakan adalah
metode induktif,

Efektifitas penegakan UU No0.1/1974 khususnya pencatatan perkawinan penduduk
desa Mindaka belum berjalan sesuai kebutuhan yuridis formal karena masih ada kasus
perkawinan illegal yang dilakukan penduduk. Problematika yang dihadapi berkenaan dengan
pencatatan perkawinan juga muncul dari dua perspektif yaitu dari unsur lembaga pelaksana
perkawinan yang kurang dalam mensosialisaikan UU Perkawinan dan unsur masyarakat
Mindaka yang masih rendahnya kesadaran dalam mentaati pelaksanaan UU Perkawinan.

Key word: pencatatan perkawinan, UU No.1 tahun 1974, hukum perkawinan



DRS. H. ABD. SALAM ARIEF, MA

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

JAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal  : Skripsi Saudara Kepada Yth.

Bani Mustofa Bapak Dekan Fakultas

Lamp. : exemplar Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
di

Yogyakarta

Assalamu alaikum Warabmatullohiwabarakatuh
Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan
perbaikan seperlunya dari skripsi Saudara :

Nama : Bani Mustofa
NIM : 9635 2635
Jurusan : al- Ahwal asy- Syakhshiyyah

Yang berjudul “ PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN
PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL “ menyatakan
bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk
~ memperoleh gelar sarjana dalar ilmu hukum Islam ( Syari’ah ) dan selanjutnya
dapat segera dimunaqasahkan,
Wassalamu 'alaikum Warahmatullohiwabarakatuh
Yogyakarta, 12 Syawal 1421 H

10 Januari 2001 M
Pembimbipi: I

NIP. 150 216 571



DRS. KHOLID ZULFA, M. Si

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

'TAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kepada Yth.

Bani Mustofa Bapak Dekan Fakultas

Lamp. : exemplar Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
di

Yogyakarta

Assalanu’alaikum Warahmatullohiwabarakatuh
Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan‘-mengadakan
perbaikan seperlunya dari skripsi Saudara :

Nama ~ : Bani Mustofa
NIM 1 9635 2635
Jurusan : al- Ahwal asy- Syakhshiyyah

Yang berjudul’  PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN
PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL “ menyatakan- '
bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam ( Syari’ah }'dan selanjutnya
dapat segera dimunaqasyahkan
Wassalamu ‘alaikum Warahmamliohtwabarakatuh
Yogyakarta, 15 Syawwal 1421 H
© 10 Januari 2001 M
Pembimbing I

Drs.Kholid Zulfa, M.Si

Nip. 150266740

iiv



HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi berjudul :
PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK
DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL
Yang disusun oleh :

Bani Mustofa
NIM. 96352635

Telah dimunagasyabkan di depan Sidang Munagasyah pada tanggal 24 Syawwal
1421 H / 19 Januari 2001 M. Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam {lmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Svawwal 1421 M
24 lanuann 2001 H

Trekan Fakul ,.@

Ketua Sidang Sckrelaris Sidang
Dirs. Supriatna Fatma Amilia . S. A
NIP.150204357 » NIP. 150277618
Wl Pembimbing 11
ts. H. Abd. Salam Arief, MA Drs. iKholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 216 571 NIP. 150 266 740

ﬁ"l Penguyi 11
\Fe s

Drs, Kholid Zulfa, M. Si « Makhrus M., M. Hum
NIP. 150 266 740 NIP 150 260 055




KATA PENGANTAR

s | e m AR ,
4 y 5 L P . .
QRSP m‘ﬁmwu\mt,c)guif@#gﬁxﬁjf
M}Adi};},}:_{—\ax}_a d“'(L“} ;}""‘(qu ‘Alj,_,._)jo.l._._s-\,l‘f
ST U‘_L:-?.\

Segala puji syukur hanyalah untuk Alloh SWT., zat yang tiada henti
melimpahkan nikmat, meliputinya dengan rahmat dan mengiringinya dengan
hidayah-Nya Semoga salawat dan salam senantiasa terlimp;ahkan kepada
pembebas belenggu dan tirani alam jahiliyah, yaitu Nabi Muhaxﬁmad SAW dan
keluarga, sahabat serta pengikut setianya hingga hari akhir. Karenanya penyusun
dapat menyelesmkan  skrips: vang berjudul ¢ PROBLEMATIKA
PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC.
TARUB KAB. TEGAL * dengan segala keterbatasan kemampuan berfikirnya

Penyusun menyadann bahwa penyelesalan skripsi im tidak terlepas dan
partisipasi dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya un_gkapan terima kasih
kami sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Atho’ Mudzhar selaku rektor IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2, Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah JAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Drs. H Barmaw: Mukri, SH, MA dan Bapak Drs. Supriyaina

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

iv



4. Bapak Drs. H Abd. Salam Arief, MA selaku pembimbing pertama dan
Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing kedua
5. Bapak Prof Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam selaku Penasehat Akademik.
6. Aysh, Bunda dan Nenek tercinta yang rela hidup dalam kesederhanaan
demi anak- anakeya. Juga adik- adikku tersayang ( Aziz , Isnaini, Charis,
Icha, Khusni dam Ella ) yang setia mendc-;’akan kakaknya dan m;anikmati
keterbatasan hidup dengan senyuman indah. Juga kepada orang yang setia
dan dekat di hati ( Istijabah dan Juz ), Bu lik Nok dan keluarga atas
segala bantuannya seria teman- teman komunitas AS -1 angk 96 ; rekan-
rekan karateka di Institut Karate-do Indonesia ( INKAI ) JAIN Sﬁ-KA
atas kesetizannya dalam lafihan, serta atas darah dan keringat yang pernah
menyadarkanku akan arti Jiwe Bushide seorang atlit dan kepada teman-
teman di Al-Fajar atas suasana damai dalam kesederhanaan nan sejuk dan
indah selama 4 tahun kita bersama.
Tentunya tidak ada gading yang tak retak., begitu pula daiam penyuﬁunxm skripsi
ini. Untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat kami nantikan demi kemajuan
bersama Semoga bermantaat di dunia dan akherat Ammn .
Yogyakarta, 9 Januari 2061

Penyus

Bani Musfofa



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Transliterasi berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indinesia, tertanggal 22 Januari 1988 nomor 158/1987

0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif - tidak dilamabngkan
;_) ba’ b be
< ta’ t te
< sa’ § es dengan titik di atas
T jim j Je
C ha’ h ha (dengan titik di bawah)
' kha’ kh ka dan ha
> dal d de
> zal z zet (dengan titik di atas)
b ra’ r cr
3 zai z zet
- sin S es
o s_\rfn sy es dan ve
o2 sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
ta’ t - | te (dengan titik di bawah)
zd’ L z zet (dengan titik di bawah)




e

C e

o C. [ B Gan

c.

‘ain

wau
ha’

hamzah

k)

ya

uq

koma terbalik (di atas) tetapi
dapat diganti dengan apostrof

ge
ef
qt
ka
el
em

en

" we

ha

apostrof, tetapi lambang ini tidak
dipergunakan unfuk hamzah di
awal kata

ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap dengan syaddah ditulis rangkap, sepertt;

P gy |

N,

Az ditulis muta 'agqidin - & A—¢ ditulis ‘iddak

3. Vokal

a. Vokal Tunggal, dalam Bahasa Arab dilambangkan tanda atau harkat seperti;

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a
— kasrah ] i
..i_ dammah u u

vilii




b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
Zﬁ 7 fathah dan ya’ ai adani
y 7. fathah dan wau au a danu
Conteh:
LS ditulis kaifa

J'> ditulis pavia

¢. Vokal Pendek, wvokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof seprti;

1 i1 ; .
f—“ tditulis a 'aamrum
Sast ditulis w iddat
£ S o ditulis /a'in svakartum

d. Vokal Panjang (maddafi)

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
B / . —— . -
TG fathah dan alaif a a dan garis di atas
atau fathah dan
ya’
S kasrah dan ya™ B i dan garis di atas
e — ..
3. dammah dan u u dan garis diatas
wau
contoh:

JU dtulis gala
J—2 ditulis gila

J s ditulis yagilu

wiii



4, Ta’ Marbutah
a. Ta’ Marbutah Hidup, 1alah ta® marbutah yang mendapat harkat fathah, kasrah
dan dammah seperti;

v Ao

A dass ditulis i 'matullah
R s R
o 38y < ditulis ataity zakah al-fitr atau zakatal fitr
A e e e ditulis ‘ala ni‘matillah
b. Ta’ Marbutah Mat, ialah ta’ marbutah yang mendapat harkat sukun seperts;
nSLALI IO A o - -
5 _,a—'l\ d__Ja ditulis madinah al-munawwarah atau madinatul munawwarah
¢. Ta’ Marbutah di akhir kata ;

1) Bila dimatikan ditulis ha’ (h), seperti; 2>k ditulis talfah

v L,
2) Bila dihidupkan ditulis te (t). seperti; &' desi ditulis ni’marullah

5. Kata Sandang Alif + Lam (JV)

. Kata sandang diikuti oleh huruf syemsiyyah ditulis dengan menggandakan
huruf svemsivalh yang mengikutinya dan menghilangkan hurufel (1).
Seperti;
S
ot ditulis asy-svams
P . . —
et ditulis as-sama
b. Kata sandang ditkuti oleh huruf gemariyyah, dituli sesuai bunyi hurufnya
dengan tidak menghilangkan hurufel (1).
Seperti;
A . -
ol 8l ditulis a/-Qur 'an

‘_ju \—/-,-/5“ ditulis al-giyas

vEx



6. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasamya setiap kata Arab baik, /1 'i/, ism maupun hary, ditulis secara terpisah
hanva kata-kata tertentu yang penulisanyva dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata yang lain karena ada huruf  atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata yang lain yang mengikutinya.

Seperti;

agr -

P28 6 9d ditulis 2awil-furiid atau Zawi al-furid
SRR
A el ditulis ak/ussunnah atau ahl as-sunnah atau ahl al-sunnah

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi di
dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Adapun penggunaannya
disesuaikan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

a. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, seperti;

A - S

Lot ditulis Muhammad

b. Huruf kapital digunakan untuk permulaan kalimat, seperti;
A Uy ditulis Jnna Jillalh
8. Syaddah (Tasydid)

Svaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda (£-). Tanda tersebut dalamn transliterasi ini dilambangkan dengan
huruf, vaitu hutuf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.
Seprt;

‘o, . - /:‘, . .

\u ) ditulis rabbana dan J 7 ditulis nazzala

) L5

:.-—_/51 ditulis «/-birr dan QJ-\ ditulis a/-hajy

?—&3 ditulis ¢ 'imme atauw ni'imma

% i~



. Hamzah

Dinvatakan bahwa hAamzah distransliterasikan dengan apostrof, namun hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah

tersebut terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karené dalam tulisan Arab

berupa alif. Seperti:
2207

456 ditulis 1a 'khu?

-~
2 - . . - . —t s
: 2 ditulis an-nabiv’ atau al-nabiv
o]
Aa G .

Ot ditulis inna dan S5 ditulis akala

xi
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BABI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masaiah

Menurut kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup dan
kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka ity diwujudkan dengan perkawinan
yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan
dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis “ pada setiap manusia yaitu hasrat
untuk mempertahankan keturunan,”

Dalam perspektif Islam, perkawinan mempakan sunnatullah atas
penciptaan manusia sebagai makhluk hidup yang berpasang-pasangan.” Dan ia
menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang
berbeda.” Tentunya bukan dinamakan perkawinan snatu ikatan atau akad antara
dua orang pria saja ( homo ) atay antara dua orang wanita saja (lesbian).?
Sehingga pada UU. No. 1/ 1974, definisi perkawinan adalah :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seoarang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tongga ) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

1) C.8.T. Kansil, Pengantar llmu Hufum dan Tata Hukum indonesia , cet. 8
( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 }, him. 32.

2) An-Najm (53) ; 45. Lihat juga a2-Zariydt (51) : 49.

3) Wannimaq Habsul, Perkawinan Terselubung dalam Berbagai Pandangan, (Jakaria:
Golden Terayon Press, 1994), bim. 5.

Y Mohd. Idris Ramnlyo, Hukum Perkawinan Isiom, cet.1( Jakarta: Bumi Aksara,
1996),him. 54,

) Pasal 1 UU. No. 1 /1974,



Tentunya perhatian Islam dalam hal ini sering dijumpai pada sekian banyak ayat
khusus tentang perkawinan maupun yang mempunyai hubungan dengannya.
Mengingat pentingnya eksistensi lembaga perkawinan ini pula para fugaha
biasanya membahasnya dalam bab nikah secara panjang lebar.

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia
perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu segi hukum, sosial dan
agama ® Dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat
atau dalam al-Qur’an disebut sebagai misagon golizon.” Yaitu cara mengadakan
ikatan ini telah diatur melalui suatu akad nikah dengan syarat dan rukun tertentu.
Dipandang dari segi sosial , perkawinan telah mengangkat martabat manusia
{ wanita ) sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang. Kedudukan suami dan
isteri serta keturunannya menjadi lebih terhormat dan dihargai oleh masyarkat.
Sebagai contoh, barangkali akan berbeda penilaian mereka terhadap seseorang
yang melakukan zina atau hidup bersama tanpa ikatan nikah ( kumpul kebo ), juga
terhadap anak yang lahir dari perbuatan tersebut. Sehingga dalam pandangan
terakhir ( segi agama ) perkawinan merupakan lembaga suci atau sakral yang
dinilai sebagai suatu ibadah dan menjalankan perintah Tuhan. Jadi semata-mata
karena perintah agama yang dianutnya. Bahkan dalam lslam seorang muslim telah

menjalankan atan menyempurnakan sebagian agamanya dengan menikah.

6) Mohd. ldris Ramulyo, Hukum ., hlm. 16. Lihat juga Kamal Mukhtar, Azas- azas
Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993}, Mm. 5 - 8.

7T) Ibid. Lihat pasal 2 KHI dan an-Nisa (4) :21.



Demi menjaga sendi-sendi tersebut lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang beragam
atau plural dan kompleks di Indonesia. Sekaligus sebagai media untuk
membumikan ajaran agama bagi pemeluknya dan menghapuskan hukum warisan
penjajah.® Kita menyadarai, walaupun undang-undang tersebut berlaku untuk
semua golongan , agama dan wilayah hukum, namun nilai-nilai ajaran Islam
sangat jelas melatarbelakangi lahirnya peraturan hukum positif dalam perkawinan
ini. Langkah pemerintah saat itu telah mengakomodir bentuk- bentuk perkawinan
sebagai suatu peristiwa hukum, baik menurut adat, B.W maupun figh ( hukum
Islam ). Sehingga perubahan sosial dalam masyarakat turut berpengaruh pada
pengembangan hukum. Pada akhirnya perkawinan bukan hanya menjadi tuntutan
agama dalam kesempurnaan pelaksansannya, melainkan telah melibatkan negara
dalam banyak hal.

Suatu kajian menarik bagi penulis ketika mencoba turun ke lapangan
hukum untuk melihat efektifitas kesatuan aturan atau hukum perkawinan yang
ada. Untuk mempelajarinya, orang sangat perlu terjun ke dalam realita kehidupan
.dan melihat bagaimana suatu peraturan formal diterima di sana, dalam arti

seberapa jauh diikuti, diabaikan dan ditambah- tambah.”

® Cik Hasan Basri, * Kompitasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional “, dalam
Cik Hasan Basri dkk. , Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional, cet. 1¢ Jakaria : Logos, 1999 ), hlm. 3.

% Satjipto Rahardjo, Iimu Hukum, cet. 4 ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996 ), him.297.



Berangkat dari potret kebidupan di desa Mindaka Kecamatan Tarub
Kabupaten Tegal sebagai sebush wilaysh peralihban budaya desa dan kota.
Pelaksanaan perkawinan yang selama ini berjalan, ternyata lmasih menyimpan

_ berbagai persoalan.. Khusus yang berkaitan dengan pencatatan dan administrasi

perkawinan sebagai suatu lembaga suci, dapat digambarkan beberapa

permagalahan yang ada di sana antara lain :

1. Perkawinan tidak tercatat

Ada 20 kasus perkawinan di Mindaka yang tidak melatui pendaftaran dan
pencatatan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tarub dan tanpa
dihadiri PPN yang berwenang Perkawinan menurut agama Islam bagi

mereka masih lebih baik dari pada hidup bersama tanpa ikatan apapun.

2. Poligami

Diantara 20 kasus tersebut terdapat kasus poligami yang dilakukan tanpa
pengajuan permohonan ijin poligamai ke Pengadilan Agama ( PA ).
Mereka justeru melakukannya dengan diam- diam dan tidak tercatat secara
resmi di KUA, melainkan melalui Jalan pintas dan ilegal. Perkawinan
tersebut memang dapat dibuktikan dengan buku nikah atau kutipan akte
mkah. Akan tetapi jika diteliti, bukti tersebut adaish palsu, karena

dikeluarkan oleh petugas yang tidak berwenang,'®

19 Wawancara dengan Bapak Saerun {mentan wakil PPN Tarub) di Tangkil pada tanggal
31 November 2000



3. Perkawinen wanita yang belum resmi bercerai di Pengadilan Agama.

Ada lebih kurang 11 kasus perceraian di Mindaka yang tidak ditkuti
dengan proses resmi di PA. Sehingga pada dasarmnya percernian mereka
belum sah dan berimplikasi terhalangnya seseorang untuk menikah lagi.
Padahal kenyataannya, sebagian “janda” itu justerw menikah untuk yang
kedua , ketiga atan keempat kali. Semuanya dilakukan dengan cera diam-
diam sebagaimana pelaku poligami tadi. Sebab, baik perkawinan poligami
maupun para “jands” tersebut, tidak mungkin mengikuti prosedur
pendaftaran dan pencatatan seperti biasa Sebaliknya mereka akan ditolak
dan disarankan untuk menyelegaikan persoalannya ke PA terlebih dahulu
Karenenya perkawinan mereka tidak dilakukan di desa, tetapi di fuar kota

(Jakarta), tempat dimana mereka bekerja

4. Kelemahan- kelemahan proses pekawinan yang tercatat secara resmi,

a Keterlambatan pemberitahuan kehendak nikah

Kasug ini sering terjadi pada perkawinan penduduk Mindaka yang bekerja
di Jakarta ( 20 kasus). Karena alasan- alasan tertentu mereka terlambat
memberitshukan kehendak nikah dan melengkapi persyaratan adminisfrasi
sebagaimana ketentuan U"UP, yaitu sepuluh hari sebelum perkawinan
dilaksanakan. Walaupun hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena alasan
yang dapat diterima, dan dapat dimintakan dispeneasi kepada camat. Akan
tetapi hal ini menjadi indikasi dan menunjukkan lemahnya kesadaran

penduduk.



b. Prakiek perkawinan dibawah umur.
Menurut undang-undang perkawinan, batas umur yang diperbolehkan
untuk menikah adalah jika pihak pria telah mencapai umur 19 { sembilan
belas ) tahun dan pihak wanita telah mencdpai umur 16 (enam belas )
tahun.'? Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan im dapat di
mintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat berwenang oleh orang
tua pihak pria dan atau wanita'”? Kenyataan yang dapat dilihat,
kekurangan umur ini hanya cukup ditutupi dengan memanipulasi data
kelahiran dan pendekatan kekeiﬁargaan. yaitu ada tiga kasus
peayimpangan terhadap aturan dan ketentuan umur dalam perkawinan di
Mindaka.
Dari gambaran fersebut dapat ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebik
mendalam agar diketahui seberapa jauh problem pencatatan perkawinan di sana
Walaupun memurut Wannimagq Habsul, untuk mengefahm dafa otentik praktek
perkawinan dan penyimpangan-penyimpangannya sangat sulit dicari dan tidak
bisa terungkap dengan jelas."® Apakah karena rekayasa hukum telzh menggejala
pada perubahan pola perkawinan pada sebagian masyarskat atau ada banyak

aspek yang turut mewarnai hal jni .9

') Pagal 7 ayat } TTJ. Wo. 1 /1974

2 pasal 7 ayat 2 UU. No. 1/ 1974, Lihat juga pasal 6 ayat (2 ) dimana untuk
melmgsungkan perkawinan seseorang yang belum menceapai urmur 21 tahun harus mendepatkan
ijin dari orang tua atau walinya

13 Wannimaq Habsul, Perkawino:., hlm, VIL

% mid  hlm 17.



B. Pokok Masalah
Dari uratan di atas dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti,
yaitu :
1. Bagaimana efektifitas penegakan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,
khususnya tentang pencatatan perkawinan di desa Mindaka Kec Tarub
Kab. Tegal ?
2. Bagaimana problematika dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan

pencatatan perkawinan itu dan bagaimana pemecahannya ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penulisan skrispi ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan perkawinan dan bentuk-
bentuk perkawinan di desa Mindaka Tarub Tegal.
2. Untuk menjelaskan problematika yang berkaitan dengan pencatatan

perkawinan di desa Mindaka Tarub Tegal dan berusaha mencarikan

pemecahannya.

Sedangkan kegunaan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu dalam rangka pengembangan hukum
nasional yang disesuaikan dengan efektifitas suatu produk hukum dan
perubahan sosial. Sebab upaya penelitian hukum praktis diharapkan dapat

menemukan berbagai ide penyesuaian antara hukum dan masyarakat.



2. Kegunaan yang bersifat praktis, pertama, sebagai usaha pembinaan
kesadaran hukum , khususnya hukum positif pada penduduk desa
Mindaka. Kedua, agar dijadikan input atau sumbanagn pemikiran bagi
pembuat kebijakan dalam pembuatan hukum, sehingga setiap produk yang

dihasilkan memepunyai relevansi secara yuridis, sosial dan religius.

D. Telaah Pustaksa

Secara yuridis pencatatan nikah di Indonesia telah diatur sejak awal
kemerdekaan, atau bahkan sebefumnya pun terdapat aturan produk penjajah yang
menyinggung hal itu.'” Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang
pencatatan nikah, talak dan rujuk, disusul UU No.32 Tahun 1954 sebagai
peraturan pemberlakuan di seluruh wilayah nusantara, -maka umat Islam terikat
untuk melaksanakan peraturan yang ada selain menjalankan ketentuan perkawinan
menurut agama.

Aturan khusus dalam perkawinan ( pendaftaran dan pencatatan ) tersebut
lebih dipertegas lagi dengan lahirnya UU. No. 1/ 1974 jo' PP. No. 9/ 1975 . Pada
pasal 2 ayat 2 undang- undang perkawinan disebutkan “Tiap- tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undengan yang berlaku”. Dan sebagai
peraturan pelaksana, UU. No. 9 / 1975 mengaturnya pada pasal 2 — 13 (

pencatatan, tata cara perkawinan dan akta nikah ). Kemudian demi efektifitas

15 ) Peraturan- peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk warisan penjajah yaitu :
Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo 5. 1931 No. 467 ; Vorsteniandsche
Huwclijksordonnantie S. 1933 No. 98 ; Huwelijksordonnantic Buitengewcesten 8. 1932 No,
482 dan peraturan di daerah swapraja.



undang- undang beserta peraturan pelaksanaannya itu dibuat aturan tambahan
yang bersifat teknis, yaitu Peraturan Menteri Agama ( PMA No. 3 dan 4 Tahun
1975 ). Peraturan yang terakhir telah dicabut dan diganti dengan PMA No.2
Tahun 1990.

Bagi umat Istam aturan- aturan tersebut ternyata belum dianggap mampu
mengatasi pesoalan hukum perkawinan bagi mereka . Dan akhirnya disepakati
sebuah konsensus bersama antara ulama dan umara yang terakomodir dalam
sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI ) di Indonesia. Selain memuat hukum
perkawinan pada buku I, juga dimuat hukum waris dan perwakafan pada buku II
dan IIT. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menuju hukum Islam yang tertulis dan
menjadi semacam Figh Indonesia. Dalam KHI, aturan pencatatan nikah diatur
pada pasal 5 — 10.

Namun demikian, dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada itu,
sama sekali tidak saling bertentangan. Yang satu melegkapi dan memperkuat
lainnya. Karena dalam sistem hukum nasional, peraturan yang ada di bawah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Dalam telaah pustaka terhadap karya ilmiah, banyak dijumpai tulisan para
ulama dan fugaha tentang perkawinan seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Yusuf
Musa, Muhammad Abu Zahroh dll. Namun sebagian besar menulisnya secara
normatif dan tidak jauh berbeda satu sama laina. Jarang yang mengaitkan dengan
penelitian yang mendalam terhadap pelaksanaan di lapangan.

Achmad Ichsan dalam bukunya yang berjudul *“ Hukum Perkawinan

Bagi yang Beragama Islam”, sekilas menyebutkan pencatatan nikah sebagai
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suatu kewajiban bagi umat Islam dalam rangka kepatuhan kepada hukum
nasional. Dia hanya menguraikan aturan-aturan yang ada (seperti telah disinggung
di atas ). Pun tidak jauh berbeda dengan tulisan Mohd. Idris Ramulyo dalam buku
“Huokum Perkawinan Islam”. Namun yang menarik dari tulisannya itu, beliau
mencoba mernaparkan adanya dua penafsiran dalam memahami pasal 2 UU No.1/
1974. Dimana beliau lebih cenderung kepada penafsiran bahwa pasal 2 ayat (1)
dan (2) tersebut tidak dipahami secara terpisah. Karena jika diinterpretasikan
sendiri-sendiri, maka pencatatan nikah dan aturan- aturan sesudahnya tidak
mempunyai makna dan tidak berlaku,

Sedangkan sebuah buku yang merupakan hasil pengamatan dan penelitian
panjang tentang perkawinan adalah buku yang berjudul * Perkawinan
Terselubung Diantara Berbagai Pandangan “ karya Wannimaq Habsul. Beliau
mengamati bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki dua bentuk. Pertama,
perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama, dalam arti telah memenuhi syarat
dan rukun . Tetapi perkawinan itu melanggar undang- undang karena tiak tercatat,
yang disebut perkawinan bawah tangan. Kedua, yaitu perkawinan yang tidak
sesuai dengan aturan manapun, baik norma agama apalagi hukum positif. Dalam
bentuk yang kedua, hakekat perkawinan dipersempit maknanya menjadi hanya
untuk melegitimasi pengaturan urusan bersebadan.'® Sehingga dari kesimpulan
pengamatan tersebut, Wannimaq mengatakan bahwa kecenderungan perkawinan
bawah tangan terjadi pada kaum intelek, orang “mampu”. Sedangkan bentuk

kedua dapat terjadi juga pada kelompok pertama, namun dengan niat iseng atau

19 Wannimaq Habsul, Perkawinan ., hlm. 22,
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senang- senang. Biasanya menggejala pada orang awam/ bodoh dan tidak mampu,
seperti praktek perkawinan kaum tuna wisma di kota- kota besar.'” Sehingga
dalam banyak pilihan, praktek perkawinan bawah tangan masih lebih baik dari
pada praktek kumpul kebo, kawin kontrak dan lainnya.'®

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan UU. No. 1 /1974 di
Indonesia penah dilakukan oleh Sdr. Ridlo Muhammad, mahasiswa jurusan
Peradilan Agama fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang
berjudul : EVALUASI PELAKSANAAN UUNO. 1/ 1974 SEJAK 1985 — 1995
( Studt atas pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Ngawi ). Namun hasil
penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada suatu kesimpulan yang
menyeluruh, khususnya di lokasi yang akan kami teliti. Karena tidak semua
wilayah memiliki unsur- unsur dan aspek- aspek yang sama, berkenaan dengan
penegakan sebuah peraturan. Selain itu, banyak penulisan , penelitian dan skripsi
yang mengangkat tema besar perkawinan, namun sedikit yang berkaitan dengan
pencatatan nikah. Apalagi penelitian pada penduduk desa Mindaka Kec. Tarub
Kab. Tegal. Sehingga penulis mencoba untuk melakukan penelitian di sana ,

karena belum pernah diadakan hal yang sama .

1 id, Nm VIO - X .
18)}. Ibid, hlm. VIII



12

E. Kerangka Teoritik

Hukum merupakan salah satu sub tatanan dalam masyarakat yang dibuat
secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat itu sendiri.'”
Pada proses “pembuatan hukum’” kita mulai melibat tatanan ini didukung oleh
norma- norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis
Gketertiban tertentu dalam masyarakat.”” Di sini posisi hukum berada diantara
ideal dan kenyataan. Berbeda dengan tmtanan kebiasaan yang teramat dekat
kepada kenyataan sehari- hari, atau kesusilaan yang berpegangan kepada aspek
idealisme dan berusaha mewmjudkannya dalam masyarakat serta menjadi tolak
ukur setiap perbuatan mereka.’" Sehingga pendekatan orang terhadap hukum
pada abad keduapuluh semakin banyak yang memperhatikan kaitan antara hukum
dan masyarakat.??

Negara Indonesia adalah negara hukum ( rechtsteat ) yang masih
mengakui adat dan hukum agama di dalamnya. Artinya, dalam kodifikasi hukum
perkawinan ( hukum positif ) tetap memperhatikan aspirasi umat dan
mengakomodir perkawinan menurut adat dan agama. Bandingkan dengan masa

sebelum lahirnya UUP dimana perkawinan di Indonesia bersifat majemuk, yaitu

') Satjipio Rahardjo, flmu ., him. 15.
2} Ibid
M 1bid , him 17.

2) Ibid ., him 286.
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mengenal beberapa kesatuan hukum yang dipakai oleh masyarakat dalam
‘ pelkawinan.m

Akan tetapi sejak awal perkawinan di Indonesia menganut religious
marriage, yaitu berdasarkan agama ( walaupun telah menjadi semacam adat ). Hal
ini sejalan dengan isi pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 / 1974, Dengan
demikian tidak ada atasan bagi umat Islam yang akan menikah untuk menyalahi
aturan yang tercantum dalam undang — undang perkawinan tersebut, termasuk
dalam hal pencatatan nikah yang secara rinci diatur pada pasal 2 ayat 1 UU.No. 1
/1974, pasal 2- 13 PP. 9 / 1975, PMA No. 2 / 1990 dan pasal 5- 10 KHI.
Walaupun secara tegas pencatatan itu tidak diatur oleh hukum agama.

Secara mendasar dapat pula dipahami dari penafsiran pasal 2 UU. No. 1/
1974. Jika ayat 1 ditafsirkan secara terpisah dari ayat 2, maka pendaftaran dan
pencatatan nikah hanyalah persyaratan administratif saja , tanpa menyebabkan
tidak sahnya suatu perkawinan. Karena menurut ayat tersebut, pekawinan adalah
sah apabila dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya, tanpa
dikorelasikan dengan ayat 2.2%

Di fain pihak, penafsiran integral kedua ayat itu dilihat bukan sekedar dari
tinjavan yuridis an sich, tetapi dikaitkan secara sosiologis. Sehingga pasal 2 ayat
1 dan 2 harus dipahami sebagai rangkaian kesatuan. Apabila yang satu lepas maka

yang lain akan berkurang kekuatannya, atau hilang sama sekali?® Dengan

) Cik Hasan Basri, Kompilast., him. 6. Libat juga Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme
Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia , ( Surabaya : Airlangga University Press, 1988 ),
him. 1- 2 dan hlm. 13- 16.

24) Mohd. Idris Ramulyo, Fukum. , him. 121-122

) Ibid, him. 122.
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demikian perkawinan di Indonesia tetap mengakomodir aturan pekawinan

menurut agama dan kepercayaan, tetapi tidak dapat terlepas dari hukum nasional

yang diatur oleh negara. Selanjutnya penafsiran ini, selain berkaitan secara yuridis

dan sosiologis juga karena ada akibat hukum dari suatn perkawinan. Tidaklah

bernama perkawinan apabila tidak ada akibat hukumnya.”® Adapun akibat hukum

perkawinan antara lain :

1

2.

Menjadi halal h_ubungan seksual antara suami istert

Mahar {mas kawin} menjadi milik isteri.

Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri.

Anak-anak yang dilshirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah
Suami isteri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Seorang bapak berhak menjadi menjadi wali nikah dari anak
perempuannya

Saling mewarisi antara suami dan isteri , demikian juga antara anak
dengan orang tuanya

Bila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka salah
seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas baik terhadap
harta maupun anak-anak mereka. Kecuali hak-hak mereka dicabut

secara sah oleh pengadilan”

%) Ibid

2 1bid, him, 122- 123.



Kemudian untuk memperkuat uwrgensitas pencatatan im dapat dikaji lebih
mendalam pada analogi aked mksh dengan akad dalam mu’amalah dengan

mengguunakan kaidah Qfyas Aufa. Allah SWT. berfirman :

9 ” .
AR P (W
. AT IR SIS

Bahwa untuk mu’mmnalull saja, vailu mengenai utang pivtang, jual beli, sewa
menyewa dan sebagainya yang mesmerlukan perjanjian dalam waktu tertentu
dibutuhkan dua orang saksi yang adil dan dituliskan oleh seorang yang bisa
dipercaya. Apalagi dalam perkawinan perjanjian yang ada bersifat misagor
golizon dan untuk waktu yang abadi. Tentunya pencatalan — yang dalam analogi
ini berkedudukan sebagai iffat af-hutm - sangat penting dan utama untuk
dilalukan™

Selain aturan hukom normatif di atas, vpaya lain agar menghindari
praktek ilegal, maka perkawinan harus diumumkan { pengumuman kehendak
nikah )*®, yang secara tidak langsung mengumumkan telah terjadi akad antara
seorang pria dan wanita Dan dibalik prosesi tersebut, ada hal- hal lain yang
tersentuh atau terakomodir secara tidak langsung. Seperti penyaksian masyarakat

akan legalnya suatu perkawinan. Sehingga apabila fidak memenuhi persyaratan

) Al- Bagarah (2) : 282,
) ohd. Idris Ramulyo, Fgasm. him.127.

¥ Pengumnan kehendsk nikah distur pada pasal & dan $ PP, No. 9/ 1475 dan pasal
7 PMANo, 2 Tahun 1990,
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administrasif tersebut atau melakukan perkawinan bawah tangan, biasanya tidak
diikuti prosesi itu. Demikian halnya persoalan pengaruh pencatatan nikah yang
akan diteliti di sini.

Di sini, penulis cenderung kepada penafsiran bahwa perkawinan tidak
hanya dilthat dad sisi yuridis ( tafsiran pertama ), tetapi harus dikaitkan secara
sosiologis dan melihat akibat hukum serta tujuan yang ingin dicapai dari proses
administrasi itu. Artinya, penafsiran integral ( tafsiran kedua ) di atas sangat
relevan untuk melindungi dan menjaga lembaga perkawinan dan tujuannya dalam
pembentukan rumah tanggs yang abadi. Pandangan ini diperkuat oleh realitas
kehidupan perkawinan di masyarakat, dimana dengan adanya pencatatan
perkawinan saja, seorang suami atau isteri dgpat saling mengingkari perjanjian
atau perikatan yang telah mereka bangun. Apalagi jika ikatan tersebut tidak diatur
oleh negara dengan aturan yang mampu membatasi dan mengikat — tetap dalam
kerangka kemerdekaan atas hak mereka - perkawinan seseorang.

Selain itu terdapat hubungan antara negarza ( penguasa/pemerintah /

ulu al- amr ) dengan rakyat yang dapat dilihat pada ayat

" Fan 305 et Wby 1 b A AN
Kepatuhan seseorang kepada penguasa dapat diartikan dengan menjalankan
peraturan atau undang- undang yang dibuat oleh mereka. Apalagi di Indonesia,
UUP dan peraturan perkawinan di bawahnya merupakan dukungan besar dari

penguasa terhadap hukum Islam dan memiliki muatan politis di tengah pembinaan

31). An-Nisg (4) :59.
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hukum nasional. Sehingga dengan adanya landasan ini, sudah semestinya setiap
perkawinan harus dicatat sebagai suatu upaya legitimasi di mata negara.
Ditegaskan oleh Ahmad Ichsan :

...dan bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan jtu — setelah

dilakuk_an perkawinan menurut masing- masing agama dan kepercaa%aa.nnya itu -
perfu dicatat memurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dengan demikian aturan yuridis tersebut semakin jelas dan kuat. Sekarang
bagaimana agar ketenfuan itu dapat dijalankan ? sehingga ia tetap berlaku sebagai
bukum — menurut Scholten : “hukum yang tidak pemah dijalapkan pada
hekekatnya telah berhenti menjadi hukum “*® — dan dapat menjalankan fungsinya
sebagai sarana kontrol sosial ( as teol of social control ) dan mampu mengadakan
perubahan- perubahan perkawinan lama dalam masyarakat ( as tool of social
engineering )3

Untuk itu ada tiga komponen atan syarat penegakan hukum yang
harus dipenuhi, yattu : |

1. Peraturan perundang- undangan tentang perkawinan dapat ditegakkan

apabila sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Aparat penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya.

) Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, cet. 1 (
Jakarta:Pradnya Paramita, 1986), hlm. 21.

*3 Dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam , Hukum dan Masyarakat, cet. 3, ( Bandung
Anglasa, 1984 ), him. 69.

*) Ibid., hlm 117. Menuniinya fimgsi hukum ada dua sebagaimana telah disebutkan,
Baharoddin Lopa menambahkan satu fungsi lagi vaitu as fool of justification. Sehingga menurut
Bahamddin fungsi hukvee: ada tiga macam. Lilat Baharuddin Lopa , Permasalahan Pembinaan
dan Pengelolaan Hukum di Indonesia , cet. 1, ( Jakarta ; Bulan Bintang, 1987), him. 31-32.
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3. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat ( termasuk penegak hukum ).
Kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan diantara ketiga syarat
tersebut.*¥

Masih terkait dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto telah menyatakan
dalam teorinya bahwa :h”ukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum
yang hidup dalam masyarakat” *®

Hukum dan penegakan atau pelaksanaannya tidak bisa lepas dari
masyarakat. Selalu ada korelasi bahkan benturan- benturan — juga karena
posisinya diantara idealisme dan realita - yang turut mempengaruhi dan mungkin
mampu merubahnya. Satjipto Rahardjo menegaskan :

...bahwa di satu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan
diperolehnya melalui pengaturannya itu ...sedangkan di lain pihak ia juga harus
menyadari, bahwa faktor- faktor dan kekuatan —kekuatan di luar hukum akan
memberi beban pengaruh pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.>”
Ditambahkan, resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan

mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.*® Sehingga UUP juga akan

menghadapi berbagai persoalan dalam perjalan menuju cita- citanya.

%) Bahamddin Lopa, Permasalahan ., him. 3 ~ 4. Lihat juga Soeriono Soekanto dan
Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. 3 ( Jakarta : Rajawali , 1987 ), hlm.
215 - 220. Menurutmya, kesadaran hukum yang tinggi dapat meclahitkan kepatuhan terhadap
hwkum, dan apabila kepatuhan tcrscbut tercalisir, berarti hukum (elah berfungsi baik  di
masyarakat, atau discbut efektif. Ditambahkan, keadaran hukum juga meayangkut fakior- faktor
apakah hukum itu dikelahui, diakni, dihargai dan ditaati. Sescorang yang mengetahui suatu
peraturaz , maka kesadaran hukummnya bisa lebih rendah daripada sescorang yang sudah
mengakuinya, begitu setervsaya. Namum, pengetahuan ataupun pengakuan itu tidak menjamin
terbentuknya masyarakat yang mematuhi hukumn, melainkan perln adanya faktor — faktor lain,
misalnya resiko terhadap pelanggaran.

%) Soerjono Sockanto, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum , cet. 8 ( Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1997 ), him. 36. ’

) Satjipto Rahardjo, Hukum., hlm. 16.

) Ibid ,Wlm. 78.
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Selain itu harus diakui bahwa perbedaan taraf kemampuan masyarakat
dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam istilah hukum kita
mengenal apa yang disebut fictie bukum, yaitu : “ sefiap orang dianggap telah
mengetahui undang-undang “ Namun kita juga menyadari tidak sedikit orang
yang yang baru mengetabui adanya peraturan setelah ia melanggarnya. Atau
terjadinya pelanggaran itu disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum dan
belum menyadari sepenuhnya maksud, tujuan dan manfaat hukum itu. Perbedaan
ini tentu menimbulkan implikasi beragam **

Apabila ditarik benang merah, uraian di atas akan berujung kepada upaya
mencari standar kemaslahatan bagi masyarakat. Dalain hukum Islam ada tujuan
tertentu atau maqdsid asy- syari ‘ah yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan umat
manusia.*® Manurut Syatibi sebagaimana dikutip oleh Fathurrabman Djamil,
magqasid asy-syari’ah ini bertitik tolak dari lima pokok kemaslahatan, yaitu
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta®" Dan salah satu kewajiban pemerintah
adalah mengupayakan untuk meraib tingkat kemaslahatan bagi rakyat dengan
mewujudkan kesejahteraan lahir batin serta menegakkan keadilan dalam setiap
aspek kehidupan , termasuk dalam bidang perkawinan®® Sehingga langkah

negara dalam penyusunan undang-undang perkawinan ( khususnya pencatatan )

) Bismar Siregar, Islam dan Hukum , cet. 3 , ( Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992 ), him.
236,

) Asafi Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari ‘ah Menurut Syatibi, ( Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996 ), him. 60.

N Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. 1 (Jakata: Logos, 1997), him 127,

2 Nuoruzzaman Shiddiqi, Figh Indonesia; Penggagas dan Gagasanmya, ( Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997), him. 170.
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merupakan langkah strategis untuk mencapai kemaslahatan rakyatnya. Yaitu
dengan terlindunginya setiap individu dari penyelewengan salah satu pihak dalam

lembaga perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah :
Aol b e e s

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penyusunan skripsi ini didasarkan pada studi lapangan dengan mengambii
tema pelaksanaan pencatatan nikah. Sehingga akan bersifat deskriptif analitis.
Yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan potret kehidupan
perkawinan dilapangan kemudian menganalisanya secara menyeluruh.*? Adapun
beberapa hal yang berkaitan dengan jenis penelitian adalah sebagai berikut :
a. Lokasi
Penelitian dilakukan di desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal dengan
alasan sebagai berikut : _
1). Banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan ke KUA Kecamatan
Tarub, sehingga memerlukan penelitian yang mampu mengungkapkan

permasalahan atau problematika yang dihadapi di sana.

) Ali Ahmad an-Nadwi, A)- Qawaid al- Fighiyyah, ( Damaskus ‘Dar al- Qalam, 1986),
him. 138,

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Fukum, cet. 3 ( Jakarta: Ul Press, 1986),
him.9.
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2)Desa Mindaka adalah pusat pemerintahan kecamatan Tarub, yang
diharapkan dapat memperlancar prosedur perijinan penelitian.

b. Populasi dan Sampel
Sebagai sumber data, objek penelitian ini -~ diambil dari kasus- kasus
perkawinan selama tahun 1990 — 2000. Yaitu, ada 20 kasus perkawinan
tidak tercatat yang terjadi selama sepuluh tahun tersebut.

¢. Teknik pengumpulan data
Pengumpulkan data menggunakan beberapa teknik, antara lain :
1). Studi dokumen : mencari data pada dokumen pencatatan perkawinan di
desa Mindaka dan mencari data: dari peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang hal itu.
2). Interview : melakukan wawancara kepada responden dan informan
untuk menggali data secara langsung dengan wawancara yang mendalam.
3). Observasi : melakokan pengamatan secara langsung terhadap

pelaksanaan pencatatan perkawinan di desa Mindaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai adalah :
Pendekatan yuridis. Pendekatan ini mutlak diperlukan dengan berdasarkan kepada
ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Yaitu dengan melihat

efektifitas dan problematika pencatatan perkawinan, apakah sesuai dengan hukum
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formal yang berlakn Pendekatan int didukung dengan pendekatan sosiclogi
hukum. Menurut Soerjopo Soekanto rsosiologt hukum dapat menjelaskan

fenomena hukum yang ada di masyarakat, antara hukum dan perubahan sosial.

3. Analisis Data

Data yang masuk dianalisa gejak mulai diperoleh pada awal penelitian dan
berfanjut terus sepanjang penelitian.*> Sedangkan metode yang digunakan adalah
* Metode Induktif yaitu berangkat dari fakia atan peristiwa konlwit untuk
kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.*® Sehingga dari kasus- kasusg
perkawinan ilegal di desa Mindaka dapat dideskripsikan dan disimpulkan

efektifitas serta problematika pencatatannya secara nmum. *”

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Bab I
merupakan pendahuluan yang berisikan : Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan

dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangkz Teoritik, Metode Penelitian dan

Sistematika Pembahasan.

3 8. Nasution, Metode Penelition Neturalistik Kudlipatif, { Bandung: Tarsito, 1992),
him. 30,

) Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. 15 (Yogyakarte: Fak Psikologi
TUGM,1984),himdd.

D Sesmai dengan sistem non random sample, maks jenis indukei yang dipaksi adalsh
induksi tidak komplit. Lihat ider, him.44 46,

| you“
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Kemudian bab II memuat konsep, teori, kerangka pemikiran baik dalam
hukum positif maupun hukum Istam sebagai penguat kerangka teori yang akan
dipakai untuk menganalisa persoalan, yaifu : Pengertian Perkawinan merupakan
dasar dari lastan pembahasan perkawinan sehingga diletakkan pada awal bab ini;
Dasar Hukum Pencafatan Perkawinan adalah landasan untuk melihat pencatatan
perkawinan; Syarat Sahnya Perkawinan juga dapat melengkapi dasar pencatatan
tadi ;dan Tujuan Pencatatan dan Perkawinan diharapkan melengkapi pandangan
perkawinan di mata kehidupan sosial.

Bab I skan mendeskripsikan wilayah penelitian yang diawali dengan
Gambaran uwmum Desa Mindaka dar Kondisi Sosial Keagamaan yang
menyangkut Kondisi Geografis, Kondisi Demografie dan Keberadaan Kegiatan
Keagamaan. Gambaran umum ini sangat diperlukan untuk mengetahui latar
belakang kehidupan sosial, keagamasn ,adat dan budaya dari obyek
penelitian.Selanjutnya akan mendeskripsikan hasil pengamatan tentang
perkawinan tercatat dan perkawinan tidak fercatat serta problematika dan
kendala- kendala yang dikadapi.

Bab IV merupakan analisis hasil peneliian yang dideskripsikan pada bab
sebelumnya. Analisis didasarkan kepada kerangka teoritik yang menitikberatkan
kepada pokok masalah sekaligus sebagai pembahasan utama skripsi im. Bab ini
terbagi menjadi dua sub bab, yaitu Analisiz terhadap pelaksanaan perkawinan
tercatat dan tidak tercatat dan Problematika dan kendala-kendala vang dihadapi
pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan pembagian imi diharapkan pokok

masalah yang diajukan dapat terjawab secara sistematik dan jelas.



24

Terakhir adalah bab V atau bab penutup, yang memuat kesimpulan
penelitian sejak awal sampai akhir, yang merupakan jawaban atas pokok
masalah.yang dipertajam dalam analisis Juga memberikan saran- saran atas hasil

yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa pada bab- bab sebelumnya, dikemukakan

kesimpulan sebagai berikut :

1. Efeltifitas pelaksanaan UU No. 1 /1974 di desa Mindaka dilihat dari dua
perspektif. Dari segi lembaga pelaksana perkawinan, penegakan UUP
tersebut sudsh mengarah kepada kesempemaan setelah melibat data
perkawinan tercatat dan penolakan terhadap perkawinan yang dilarang
Sedangkan dilihat dari masyarakat, pelaksanaan tersebut belum maksimal ,
dimana UUP belum szepenuhnya berfungsi seperti yang diharapkan
Sehingga dapat disimpulkanan bahwa efektifitas penegakan UU. No. 1
/1974  khususnya terhadap pencatatan perkawinan penduduk desa
Mindaka belum berjalan sesvai ketentuan yuridis formal dengan melihat
banyaknya kasus perkawinan ilegal yang dilakukan oleh penduduk ( 20
kasus dan tiga kasus penyimpangan umur).

2. Problematika atau kendala yang dihadapi berkenzan dengan pencatataﬁ
perkawinan juga muncul dari dua perspektif tadi. Dari unsur fembaga
pelaksana perkawinan kendala- kendala tersebut antara lain :

a Kurangnya penyuluhan perkawinan oleh pejabat atau aparat terrk:ait
b. Lemahnya penegakan dan penerapan sangsi terhadap setiap

pelanggaran dalam perkawinan.
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¢. Masih marak dan eksisnya biro jasa perkawinan ilegal atau KUA
tandingan yang sulit diberantas.
Sehingga solusinya adalah :
a. Memberikan penyuluhan yang lebih intens , optimalisasi dan
fungsionalisasi pihak- pihak tertentu dalam upaya tersebut.
b. Menerapkan sangsi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial
kemanusiaan dan pertimbangan kemaslahatan.
c. Pentingnya peranan pemerintah dan aparat dalam memberantas
praktek ilegal oleh biro jasa perkawinan atau KUA tandingan.
Dari unsur masyarakatnya , pelaksanaan UUP memiliki kendala, yaitu :
a. Kurangnya pengetahuan tentang UUP secara umum maupun
mendalam.
b. Domisili sebagian penduduk desa Mindaka yang menjadi urban.
c. Kesadaran penduduk masih rendah, sehingga kepatuhannya terhadap
UUP juga sulit diterapkan.
d. Tingginya frekuensi perceraian tidak resmi.
Pemecahannya adalah :
a. Masih terkait dengan optimalisasi penyuluhan perkawinan karenanya
langkah ini menjadi urgen pada saat ini.
b. Bagi penduduk yang memiliki domisili ganda perlu penyesuaian waktu
atau kesempatan dalam mengurus perkawinannya.
¢. Memberikan penanganan khusus dan serius dalam menyelesaikan

permasalahan hukum perceraian dan poligami.
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B. Saran — Saran

Kepada penduduk Desa Mindaka dan masyarakat secara umum :

1. Hendaknya tetap mengikuti ketentuan UUP demi tercapainya tujuan
perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi
penuh mawaddah dan rahmah. Serta memahami arti penting pencatatan
perkawinan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai darinya.

2. Bagi penduduk yang masih mempunyai pemasalahan hukum yang belum
selesai melalui Pengadilan Agama ,mestinya ada wusaha untuk
menyelesaikannya, apalagi untuk kepentingan sendiri atau keperluan menikah

lagi. Sehingga tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Kepada penegak hukum atau intitusi yang terkait langsung dengan lembaga

perkawinan :

1. Diharapkan lebih mengoptimalkan usaha- usaha untuk mensosialisasikan UUP
dan memberikan penyuluhan perkawinan secara menyeluruh kepada
masyarakat luas, khususnya remaja usia kawin.

2. Hendaknya tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik, agar dapat
ditingkatkan dan terjaga dari penyelewengan dan pelanggaran yang dapat
timbul sewaktu- waktu.

3. Penerapan atau penegakan sangsi hukum terhadap setiap pelanggaran , baik
yang dilakukan masyarakat umum maupun oleh oknum pejabat yang
menyalahgunakan tugas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al- Qur’an dan Tafsir

Departemen Agama Rl, al- Qur’an don Terjemahnya, Semarang : Alwaah, 1993.

. B. Kelompok al- Hadis

An- Nasli , Sunan an- Nasai, cet. 1, Beirut : Dar al- Ma’rifah, 1991.

C. Kelompok Figh dan Usul Figh

Bakri, Asafri Java, Konsep Magasid Syari’ah Menurut Syatibi, Jakarta Raja
Grafindo Persada , 1996.

Basri, Cik Hasan dkk., Kompulasi Hukum Islam dom Peradilan Agama dalam
Sistem Hukum Nasional, cet. 1, Jakarta : Logos , 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta :Fak. Hukum UIL,
1980.

Djamil, Fathurrrahman, Filsafat Hukum Islam , cet.1 Jakarta : Logos, 1997.

Habsul, Wannimagq, Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan,
Jakarta :Golden Terayon Press, 1994.

Ichsan, Ahmad, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, cet.1 , Jakarta :
Pradnya Paramita, 1986.

al- Jazairi, Abdurrahman , Kifab.: al- Figh ‘ald Masdhib al- ‘Arba’ah, Mesir * al-
Mzaktabah at-Tijariyah al-Kubro., IV1969.

Muchtar, Kamal , Asas- asas Hukum Islam tentang Perkaiwinan, cet. 3 | Jakarta :
Bulan Bintang, 1993.

Miisa, Muhammad Yusuf , Ahkam.. al- Ahwdl asy- Syakhs iyyah , cet. 1, Mesir :
Dar al- Kitab al- “ Arobi , 1956.

Ramulyo, Mohd. 1dris, Hukum Perkawinan Islam, cet.]1 , Jakarta : Bumi Aksara,
1996.



Rusyd, Ibmuy, Biddyah al- Mujtahid fi Nihayah al- Muqtasid , Indonesia : Dar al-
. Kutub al- ‘Arcbiyyah, 1T, t.t.

. Sabiq, Sayyid, Figh as- Sunnah , Libanon ; Dar al- Fikr , 1T ,1983.

Shiddiqi, Nouruzzaman , Figh Indonesia ; Penggagas dan Gagasannya,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Tagiy ad- Din, Kifdyah al- Akhyar , Surabaya : al- Hidayah , II , t.t.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshory AZ (ed. ), Problematika Hukum Islam
Kontemporer , cet. 3 , Jakarta : Pustaka Firdaus , 1999.

Zahroh , Muhammad Abu, al-Ahwal asy- Syakhs iyyah , tt.p. , : Dar al- Fikr al-
‘Arobi, t.t.

D. Kelompok Buku Umum

Arto, A. Mukti , Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , cet2 |
Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 1998.

Chairuddin , O.X , Sosiologi Hukum , cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika , 1991

Departemen Agama R, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta : Dirjen.

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama
1995/ 1996 .

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,cet. 3,
Jakarta : Balai Pustaka , 1990 .

* Gilbert, Alan dan Josef Gugler , Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga,
penerjemah Anshory dan Juanda , cet. 1 , Yogyakarta : Tiara Wacana

Yogya, 1996 .
Hadi, Sutrisno , Metodologi Riset , Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM , 1992 .

Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perkawinan , Jakarta : Diren.
Bimas. Islam dan Urusan Haji Dir. Urusan Agama Islam 1997 / 1998.

Kansil, C.S.T , Pengantar Iimu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet. 8 ,
Jakarta : Balai Pustaka, 1989.



98

Lopa , Baharuddin, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di
Indonesia, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang . 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, Al- Munawwir ; Kamus Arab -Indonesia
Terlengkap, cet. 14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, S., Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif , Bandung : Tarsito ,
1992,

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta : Badan Kesejahteraan
Masjid ( BKM ) Pusat 1991 /1992,

Prawirohamidjojo, Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan
di Indonesia , Surabaya : Airlangga University Press, 1988.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, cet. 3 , Bandung : Angkasa , 1984.

, Ilmu Hukum , cet. 4 , Bandung : Citra Aditya Bakti , 1996.
Siregar , Bismar, Islam dan Hukum , cet. 3 , Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992.

Sobary, Muhamad, Diskursus Islam Sosial, cet.1, Bandung : Zaman Wacana
Mulia, 1998.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3 | Jakarta : Ul Press, 1986.

, Pengantar Sosiologi Hukum , cet. 2 , Jakarta : Bhratara Karya
Aksara , 1977.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdultah , Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,
cet. 3, Jakarta : Rajawali, 1987.

Subekti , Raden dan Tjitrosudibio ( pen. ), Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata (B.W ) , cet. 25 , Jakarta : Pradnya Paramita , 1992.

E. Kelompok Undang- Undang

Undang — Undang Dasar 1945

Undang — Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ,Talak dan Rujuk

Undang- Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946
di seluruh Indonesia.



99

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang — Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agma

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah

 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat

Nikah

Keputusan Menteri Agama No. 40 Tahun 1991 tentang Biaya Nikah dan Rujuk
bagi umat Istam

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan

Dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana

, Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1985 tentang Penanggulangan Kasus
Penyelewengan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Jawa Barat



Lampiran

No

Him.

Terjemahan

01.

15

28

Hat orang- orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya
dengan benar.

02.

16

31

Hai orang- orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
Rasul-Nya dan uli al-amr diantara kamu

03.

20

43

Kebijakan seorang Imam ( penguasa )} didasarkan kepada
kemaslahatan bagi umat ( rakyat )

04.

26

Akad yang dengannya seseorang dapat memiliki suatu
kesenangan secara langsung, atau akad itu bertujuan
menghalalkan berhubungan seksual antara suami isteri
sesuai dengan ketentuan syara’dan karenanya menimbulkan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban satu sama lainnya.

0s.

26

Akad yang menghalalkan berhubungan seksual antara kedua
orang yang mengadakan akad ( suami isteri ) sesuai dengan
ketentuan syara’

06.

28

14

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan
supaya kamu meningat akan kebesaran Alloh SWT.

07.

29

15

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki- Jaki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu
saling kenal mengenal

08.

29

16

Dan diantara tanda- tanda kekuasaan -Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendin
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
kekuasan-Nya bagi mereka yang mau berfikir.

09.

29

17

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha




Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

10.

29

18

Allah menjadikan bagi kamu isteri- isteri dari jenis kamu
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri- isteri kamu itu
anak- anak dan cucu- cucu dan memberimu rizki dari yang
baik- baik.

|

11.

32

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah
pakaian bagi mereka.

12.

52

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

13.

37

33

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmua yang
telah menciptakan kamu dan diri yang satu dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya
Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan
yang banyak.

| 14,

37

34

Barang siapa telah mampu untuk kawin maka menikahlah,
karena yang demikian dapat menahan pandangan mata dan
memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu
untuk menikah , maka berpuasalah karena puasa adalah
perisai bagimu.

15.

37

35

Kawinilah olehmu wanita-wanita peranak dan pecinta,
maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan
banyaknya kamu (umatku).

38

36

Dan janganlah kamu mendekati zina , sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang keji dan svatu jalan yang
buruk.

17.

38

37

Dan diantara tanda- tanda kekuasaan -~Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dani jenismu sendiri
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.

18.

%8

38

Allah menjadikan bagi kamu isteri- isteri dari jenis kamu
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri- isteri kamu itu

anak- anak dan cucu- cucu dan memberimu rizki dari yang
baik- baik.

19.

38

39

Tiga golongan yang berhak mendapat bantuan Alloh -,
Mukatab ( budak yang membebaskan dirinya dari tuannya)
yang mau melunasi pembayaran , orang kawin karena mau

menjanhkan dirinya dari yang haram dan pejuang di jalan
Allah.




DAFTAR RALAT

No.

Him

Letak Kesalahan Salah Benar
01. |9 Baris ke-5 dari bawah Zahroh Zahrah
02. |9 Baris ke-6 dari bawah Sayyid As-Sayyid
03. | 10 | Baris ke-8 dan bawah tiak tidak
04. 119 | Baris ke-5 dan atas yang yang yang
05. | 27 | Baris ke-1 dari bawah ketemtraman | ketenteraman
06. | 28 | Baris ke-3 dari bawah sunnatulloh suanatullah
07. | 30 | Baris ke-8 dari atas hokum Hukum
08. | 30 | Foot note 20 Say:yid As-sayyid
09. | 30 | Foot note 20 Zahroh Zahrah
10. | 34 | Banis ke-3 dari atas udang-undang | undang-

urdang

11. (42 | Baris ke-3 dari bawah Foprmal Formal
12. | 52 | Footnote 3 denan dengan
13. | 78 | Baris ke-4 dari bawah Analisa analisis
14, [ 78 | Baris ke-8 dari bawsh bagaiman bagaimana
15. 178 | Baris ke-11 dari bawah/ atas factor faktor
16. | 78 Bafis ke-% dan 10 dari atas sangsi sanksi
17. | 84 | Baris ke-9 dari bawah dalam ini dalam hal ini
18. | 86 | Baris ke-8 dari atas sanget sanksi
19. | 86 | Foot note 16 | sangsi sanksi




PEDOMAN WAWANCARA

1. Jumlah dan nama pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Mindaka.

2. Alasan perkawinan tidak tercatat dan perkawinan tercatat.

3. Tefa cara dan proses perkawinan tidak tercatat.

4. Prosedur pencatatan , tata cara dan pelaksanaannya.

5. Tempat pelaksanaan akad nikah perkawinan tercatat dan tidak tercatat.

6. Biaya nikah pada perkawinan tercatat dan tidak tercatat,

7. Pengetshuan, kesadaran dan ketaatan perduduk terhadap ketentuan UUP.

8. Pelangaran- pelanggaran terhadap ketenfuan UUP.

9. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perkawinan .

10. Peranan aparat desa dan petugas dalam sosialisasi dan penyuluhan
perkawinan.

11. Kendala- kendala penegakan UUP, faktor pendukung dan penghambatnya.

12. Faktor-faktor pendukung dan penghambat perkawinan tidak tercatat.

13. Pengaruh kondisi social keagamaan, pendidikan , ekonomi dan geografi
penduduk desa Mindaka terhadap peiaksanaan perkawinan.

- 14. Pandangan dan tanggapan masyarakat te_rhadap perkawinan tidak tercatat
dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkawinan mereka

1S. Data perkawinan tercatat danrtidak tercatat.

16. Proses dan kebiasaan perceraian yang tidak melalui PA dan pengaruhnya
terhadap perkawinan tercatat.

17. Pandangan masyarakat terhadap perceraian tidak resmi.



PIMERIN'TAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN : TARUB

DESA : MINDAKA

Nomor : 6©/42011/%I/2000

Lamp, ¢
Hal : Keterangan Pelsksanaan Kepada Yth,
Penelitian Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan ﬂalijaga
tli,
Yogyakarta
Dasar ¢ 1. Surat Camat -~ Tarub Nomor : 072/297 tanggal

2,

27 Oktoher 2000 tentang Rekomendasi ltiset ;
Surat Dekan fakultas Syaritah ILIHW Sunsen iz -
lijaga Yogyskarta Nomor : INS/I?LS/PP.000/1184/
2000 tanggal 3 Oktobher 2000 tentang Rekomend:i:si
Riset Sdr, Bani Mustofa ;

Pelaksanaan peneliftian oleh :

Nama : Dani Mﬁstofa
Pexerjaan : Mahasigwa
Alamat : Tangkil Rt ¢ O3/III Mind:ki:

Tarul Tepgal Jawa Tenpih
PROKLIMATIKSE PUACLTLI K 1/ Eltn il L
EN PLNDUNG e LbSk MILobil KiC,
TenUB o, Tisanl

Judul

Denpan ini nmenywlLéken béhwa mohasiswa yong berson: kulon

telah mengadakan penelitisan dengen jucul  Terschoad di ot

di wilayah kami pada tanggal 26 Oktober s/d 26 November

2000 dengan sebenar-benarnya, '
Demikian sutat keterangan ini dibuat uniuk dipersauvakar

sebagaimans mestinya, Atas perhatien semuwa pihak Kemi sampai-

kan terima kasih.

Tembusan disanmpaikan kepwda
Yth : 1., Para pembimbing skripsi

2., Yhbs,
3, Arsip.

Hovember 2000
kindaka

Mindaka,

zca
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amnlrs
STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA MINDAKA
KEC AMATAN TARUB
. Data
1.J
s
a Kepala Desa : BSubagyo
b Sekretaris ¢ T. Wihartono
o
_ Kepala Urusan ( Kaur ) :
o
] 1. Kaur Pemerintahan ( Bau ) : Patihin
¢ 2. Kgur Pembanguna n ( Jungjeng ) : Dulkarim
N, 3, Kaur Kesra { Lebe ) : Ruswanto

4. Kaur Umum : Dedi Harsono

( merangkap sebagai Polisi Desa )  Musoli

5. Pembantu PPN

Mg'muroji

B, Per



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA)

Alamat Kantor : JI. Dr. Soetomo No.1 Slawi, Kode Pos 52417
Telp. (0283) 91694 - 92023 Fax.(0283) 92023

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : 072/ 239 / X 2000,

DASAR . 1. Surat Rekomendasi research / survey dari SaPpeda Propinsi Jateng -
Tanggal . 23 cktober 2000
Nomor . R/5369/2/1/2000
2. Ka.Kan.Sos.Pol Kab. Tegal
Nomor ' : 070-, 675/ 2000

5. Kadit sospol DIY :
Tanggal s 1C Oktober 20003Womory 070/2725/2000,

Yang bertanda tangan di bawah ini iKetua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal,

menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Kabupaten Tegal
yang dilaksanakan oleh : :

1. Nama . Band Mustofa
2. Pekerjaan : : Mahasiswa
3. Alamat . Trangkll RT 03/ITT Mindaka Tarub Tegal
4. Penanggung jawab . Dre. abdul Salam Arief, MA
5. Maksud tujuan research / '
survey /judul‘ . . Penelitlan dengar juduls rroeblemetiks Peneatatan
. Perkawinan pemduduk Desa Mindaka Fecamatan Tarud
Kabupaten Tegal, '
6. Lokasi - Kabupatea Tagal
7. Peserta . 1 (satu) orang

dengan Ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menggangu
kestabilan pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada Respondent, maka harus terfebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa setempat.

c. Setelahresearch / survey supaya menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Tegal.

Surat ljin research / survey ini mulai berlaku tanggal :
26 Oktober s/d 24 Desember 2000,
Dikeluarkan di : SLAWI

ul--mnnl . 26 Oktﬁber 2000.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAU TINGEKAT ITI TEGAL

J1.

KANTOR BO3IAL POLITIX

Dr. Soetomo No.l Slawi Telp. (0283 92202

Nomor

Lampiran
Perihal

e
1 *
2.

Yang bersangkutan ;

A

us

r

n

§

Slawi, 24 Oktsher 2000
070/ 5}”5— /199 Lawo Kepada
1 {satu) bvendel. Yth., KETUA BAPPEDA KABUPATEN
Pemberitahuan tentang DNAERAR TINGEAT I TEGAL
Pelaksanaan Research/ di -
KXN. S L AWI
Menarik Rekomendasi Reszarch/Survey/KKN/Kuliah KXerja
Nyata H
Dari SAPELDs PROP JATELG
Tanggal 23 Okteber 2000,

Nomor ! R/5%68/P/x/ 2000,

Maka bersamsa Iini kami beritahvkan, bahwa dalam wilavah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal akan dilaksanskan Re-
search/Survey/XKuliah Kerja Nyata (KKN) atas nama

Sehubungan denganBaich MZEHAT 41 SR kEAE: & g‘.%s?ﬂeg’s Sg!giftgicnsge:na an
Research/survey/Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dan bersama ini puls
kami lampirkan Surat Rekomendasi _Research/Survey/Kuliegh
Kerja Nyata (KKN) dari : :

 LAPPEDA iROP J AVERG
Demikian untuk menjadikan periksa dan agar dapatnya diter-

bitkan 1Ijin Research/Survey/Xuliah ¥erjs Nyata (XKKN) dari
Saudara.

Dikirim Kepada Yth.

i p




PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail ; bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 23 Okteber 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 5369/P/X/2000 Bupati Tegal

Lampiran : 1 {satu} lembar. di -

Perihal :  Pemberitahuan tentang Tegal
Pelaksanaan Research / e
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :I
- Mengt 23 Oktobg_r‘_ 2000 ................... Nomor : R/ 5368/P/X/2000
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama : Bani Mustofa

................................................................................................................................................

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

010 184 093

— e em— — e aap g



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Fode Pos 50132 e - mail - bppdjtg @ indosal.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : R/ 5369/P/X /2000

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VII/72.

II. MENARIK : 1. Suraé Kaclit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tql. 30kt0ber2000 .............. no. 070/ 2565/%/200

................................................

2. Sural dari Kadit Seospol DIY No :

tal, 100ktober2000 ............ nomor 070/2725

llI. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan
TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah
yang dilaksanakan oleh :

1. Nama . Bani Mustofa

2. Pekerjaan : Mahasiswa

3. Alamat . Trangkil RT 03/II11 Mindaka Tayub Tegal

4. Penanggungjawab : D@« Abdul Salam Arief , MA »

5. Maksud tujuan  : Penelitian Dengan Judul " PROBLEMATIKA PENCATATAN
research/survey FERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC? TARUB KAB.TEGAI

6. Lokasi Kab, Tegal

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu
melaporkan kepada Penguasa Daerah setempai.

c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa
Tengah.

[V. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
24 Oktober s.d 24 Desember 2000

Dikeluarkan di: SEMARANG
Pada tanggal : 23 Oktobcr 2000

An. GUBERNUR JAWA TENGAH .

VTTITA MADNCTMA

4. Bupati/Walikotamardia . -
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DIKEKNIURAL DUSIAL M"'ULLLIA

PROPINSI JAWA TENGAH

JI. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
SEMARANG

Nomor
Sifat

lampiran :
~ Perihal

Semarang, 23 Okt 2000,

070/ S.:écsb/)(/aooo. Kepada Yth.

. Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah

liin_Penelitian, JI. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat ¥adit Sospol DIY No, 070/2725 tgl 10 Okt 2000
tentang maksud Sdr. BANI MUSTOFA mhs IAIN SUKA Yk akan mengadakan penelitian
berjudul :f PROBLRMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC, TAR
KAB. TEGAL ", untuk skripsi.

Lokasi - : Kab, Tegal
Waktau + 24 Okt -~ 24 Des 2000
Pen., Jawab : DRS.H., ABD. SALAM ARIEF, MAa

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk
diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
/ Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasiinya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwa}ibkah ikut membantu

keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKT@RAT SOSIAL POLITIK




PETA DESA MILDAKA KECAMATAN TaArUB

(=S

Dszungbungkus ' Q
' {

? -—
O.Lebeteng
ifiLAR WAL
ETERANGAN

) BR.E[ULT -‘0 [.j t'_//f_' ,{ U(Jf(/



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TARUR

Jin, Projosumarto II No,22 Telp. (0263) 352104
TARUB

s Yok o

Tarub, 27 Oktober 2000,=

Dasar surat Ketua BAFPEDA Ka¥, Togel ¥omar 072/239/X/2000 Tal, ;'
26 Oktober 2000 tentang surat Rekomendasi Researely/Surwey, diberitahue
ken dengsn hormat behwa o

. Hama t BANI MUSTOFA,
2, Pekerjaen t Mahaaiswe IATH Kalijogo Jogiakaria,
3. Alamat s Dk, Tangkil Desa Mindake, Kec, Tamub,

4, Penamggumg Joweb t Drs, ABDUL SALAM ARIEF, MA,

bormaksud den tujuen mohon ijin mengndaken Penelitian dengen judnl s

"Problematiln Pemgataton Pexkswinan Pondmduk® Deso Mindakn Kec, Taxub,

EKatupaten Tegnl,

dengen ketentusn s

%, Pelakssnacn ressarch/esurvey tidak disaleh gunsken wtuk tujuen ter—
tentu ysmg dapet menggangzu kestabllan pemexintah,

b, Surat $£jin romsearch/survey ini berlaku mulai Pgl, 26 Oktober gfd =
24 Demembor 2000,

Demiician untuk menjadiken maklum dan atas bantumxmya disampad
ken torima kasih,=

TEMBUSAR digampaiken kepeds 3
7“@ Yang bersangkuten §
24 Topila, XU A Kecs Taruh,

3o Aowoaci P
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DEPARTEMEN AGAMA RI

TNAN KALIJAGA YOCYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

IN/1/PA/ 55 /gﬂﬂﬂ Yogyvakarta, 2?%9?!4,?09PL...
SEMINAR PROPOSAIL SKRIPSI . Kepada

6 26
.B.‘f'?". Mastofa (96352635) Yth. Bpk/Ibu

Pelaksanaan Penco.tatn Perkawinen
pda Kaws Urban (Studi' Kesus tentjgger Fakultas Syarifah
kksanaan Pencataten Perkewlnen, jag

Warga Desa lﬁ"ndaka Kec'iTurub E“ab.Tega:L mebagairkarta
Urban di Jekarta)d ,

CATATAN

Assalamutalaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengundang HBok/Tbu/Sdr. untuk hadir 4

Fakultas Svari®*ah pada:
Hartri : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2000
I a m : 30§00 = 11330
Tempat : I

untulk mvvyﬂ.lnarkén Proposal S8kripsi terlampir, dengan

komposisi:

: DrsiH,Syamsul Anwar, M..

Sekretaris: Siti‘Fltimah, SH.

Pembimbing: DrsiHs;Abd,Salam Arief,MA,
Pemb.Pembimbing: Drse Kholid Zulfa, MJSi.

Ketua

Kemudian atas perhatian Bpk/Ibu/Sdr. kami mengucapkan
terima kasih.

Agar seminar ini dilaksanakan
tepat waktu, untuk menghindari
tertundanya seminar-seminar
berikutnyva.
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